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Abstrak
[bookmark: _Hlk213342274][bookmark: _Hlk213342168]Dengan pertumbuhan industri fintech Indonesia yang cepat, banyak masalah etika digital muncul terkait perlindungan privasi konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).  Dilema etika digital, peran CSR, dan dampak regulasi terhadap praktik fintech di Indonesia antara tahun 2023-2025 adalah subjek penelitian ini.  Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis data sekunder dari laporan Bank Indonesia, laporan OJK, dan publikasi perusahaan fintech.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fintech membantu inklusi keuangan, pelanggaran privasi tetap menjadi masalah utama.  Walaupun sektor fintech memerlukan penguatan besar untuk mencapainya, CSR mulai mengambil langkah strategis untuk memastikan keamanan data dan pemberdayaan masyarakat.  Untuk mendorong industri menuju kepatuhan dan keamanan digital, OJK dan aturan bank Indonesia memainkan peran penting, tetapi masih ada masalah dalam menerapkannya, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan literasi.Implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara penerapan CSR yang efektif, regulasi adaptif, dan edukasi digital untuk mendorong pertumbuhan fintech yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
[bookmark: _Hlk213342584]Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial; Privasi Konsumen; Etika Digital.   

Abstract 
[bookmark: _Hlk213342394][bookmark: _Hlk213341991]With the rapid growth of Indonesia's fintech industry, many digital ethical issues have emerged regarding the protection of consumer privacy and corporate social responsibility (CSR).  The digital ethical dilemma, the role of CSR, and the impact of regulations on fintech practices in Indonesia between 2023-2025 are the subjects of this research.  The research method is a descriptive qualitative approach that uses secondary data analysis from Bank Indonesia reports, OJK reports, and fintech company publications.  The research results show that although fintech helps financial inclusion, privacy violations remain a major problem.  Although the fintech sector requires major strengthening to achieve this, CSR is starting to take strategic steps to ensure data security and community empowerment.  To push the industry towards digital compliance and security, OJK and Indonesian bank regulations play an important role, but there are still problems in implementing them, especially those related to human resources and literacy. The implications of this research underline the importance of synergy between effective CSR implementation, adaptive regulations, and digital education to encourage inclusive and sustainable fintech growth in Indonesia.
Keywords: Social Responsibility; Consumer Privacy; Digital Ethics.   
				
PENDAHULUAN
[bookmark: _Hlk213342728]Latar Belakang Masalah
Perkembangan industri financial technology (fintech) dalam beberapa tahun terakhir, terutama antara 2023 hingga 2025, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu pendorong utama dalam revolusi layanan keuangan digital (Susilowati et al., 2025). Fintech sangat membantu inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi karena membuat layanan finansial lebih mudah diakses bagi sebagian besar masyarakat, terutama UMKM.  Namun, kemajuan pesat ini juga menimbulkan masalah dan risiko etika, terutama terkait tanggung jawab sosial perusahaan fintech dalam melindungi privasi dan keamanan data konsumen. Kasus pelanggaran privasi, kebocoran data, dan kurangnya perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech sering mencuat menjadi sorotan, menunjukkan bahwa etika digital belum sepenuhnya diperhatikan dalam praktik operasional fintech.
Di sisi lain, regulasi yang mengatur perlindungan data dan tanggung jawab sosial fintech, seperti yang diterbitkan oleh otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia, terus mengalami pembaruan untuk mengimbangi tantangan yang muncul. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana fintech mempraktikkan tanggung jawab sosial dan menjaga privasi konsumen menjadi sangat penting agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan industri fintech (Anisah et al., 2023). Penelitian ini mengkaji secara kualitatif dilema etika digital yang muncul dalam konteks tanggung jawab sosial dan privasi konsumen pada fintech, dengan harapan dapat mendorong penguatan kebijakan, peningkatan literasi digital, serta pengembangan standar etika perusahaan fintech di era digital yang semakin kompleks dan dinamis.
Fenomena perkembangan fintech yang pesat membawa tantangan yang kompleks, khususnya dalam aspek tanggung jawab sosial dan perlindungan privasi konsumen. Meskipun fintech menghadirkan kemudahan akses dan inovasi layanan keuangan digital, praktik operasional yang kurang memperhatikan aspek etika digital kerap menimbulkan risiko pelanggaran privasi serta menimbulkan dilema etis bagi perusahaan dan konsumennya (Hasanah et al., 2024). Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab sosial fintech menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan data konsumen sekaligus membangun kepercayaan publik. 
Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji dan menganalisis bagaimana fintech menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam kerangka etika digital, khususnya dalam menjaga privasi konsumen. Penelitian akan mengeksplorasi praktik tata kelola perusahaan fintech yang sesuai dengan standar regulasi terbaru dari OJK, Bank Indonesia, serta prinsip-prinsip corporate social responsibility (CSR) dan etika bisnis digital, melalui analisis data sekunder dan kajian literatur terpercaya dari tahun 2023 hingga 2025. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan solusi konseptual dan rekomendasi praktis untuk memperkuat tata kelola fintech yang beretika dan berorientasi sosial dalam menghadapi tantangan digital saat ini.

Tujuan Penelitian
Bagaimana perusahaan fintech dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya, terutama dalam konteks perlindungan privasi dan etika digital yang semakin kompleks di era digitalisasi, adalah masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini. Meskipun undang-undang yang berlaku telah memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa aspek sosial dan privasi konsumen terpenuhi, masih ada banyak dilema etika yang memerlukan pelanggan untuk memahami lebih lanjut.
Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk menganalisis praktik tanggung jawab sosial perusahaan fintech dalam konteks perlindungan privasi dan etika digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen regulasi, laporan keberlanjutan, kajian literatur terbaru (2023-2025), serta studi kasus perusahaan fintech yang aktif menjalankan praktik CSR dan kebijakan perlindungan data. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis kepada regulator dan pelaku fintech untuk meningkatkan implementasi tanggung jawab sosial yang beretika, serta menjadi dasar pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri fintech dalam kerangka etika digital yang semakin tinggi kebutuhan dan tantangannya.
Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperkaya literatur tentang tanggung jawab sosial dan perlindungan privasi perusahaan fintech, khususnya dalam konteks masalah etika digital yang semakin kompleks.  Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan teori CSR (Corporate Social Responsibility), teori pemangku kepentingan, dan teori legitimasi dalam industri fintech. Hal ini penting mengingat fakta bahwa fintech, yang berbasis teknologi digital dan data, menuntut pendekatan yang berbeda untuk menerapkan tanggung jawab sosial, khususnya terkait dengan perlindungan privasi dan keamanan data pengguna. Oleh karena itu, temuan penelitian ini akan memberi informasi tentang bagaimana CSR (Corporate Social Responsibility)
Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi para pelaku industri fintech dalam merancang dan mengimplementasikan program tanggung jawab sosial yang lebih efektif dan etis. Khususnya, fintech dapat menggunakan hasil temuan sebagai landasan dalam memperkuat tata kelola privasi dan keamanan data konsumen, yang saat ini menjadi perhatian utama di tengah maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data. Implementasi kebijakan yang tepat berdasarkan hasil penelitian ini juga diprediksi dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap layanan fintech, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan bisnis.
Selain itu, penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi regulator dan pembuat kebijakan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, untuk menyempurnakan undang-undang perlindungan konsumen fintech sesuai dengan perubahan etis digital terbaru.  Diharapkan bahwa rekomendasi akan membantu memperkuat kerangka hukum dan pengawasan yang fleksibel dan responsif untuk menangani tantangan baru dalam pengelolaan data pribadi di industri fintech.  Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam hal peningkatan pengetahuan digital dan kesadaran tentang hak privasi dan perlindungan konsumen di era teknologi finansial.
Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fintech dalam hal tanggung jawab sosial dan privasi, tetapi juga membantu membangun ekosistem fintech yang beretika, transparan, dan berkelanjutan. Harapan jangka panjangnya adalah bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan industri fintech yang lebih inklusif dan bertanggung jawab sosial, sekaligus mendorong sinergi antara inovasi teknologi dengan kepedulenan.

Kajian Teoretis
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan konsep fundamental dalam dunia bisnis modern yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan operasionalnya (Ernawan, 2014). Carroll (1999) mengemukakan bahwa CSR mencakup empat dimensi utama: tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab filantropi. Dalam konteks fintech, CSR memiliki kekhasan tersendiri sebagai akibat dari sifat bisnis yang berbasis digital dan data, dimana tanggung jawab sosial harus pula melibatkan perlindungan informasi pribadi dan keamanan data konsumen sebagai bagian tak terpisahkan dari etika bisnis digital (Gupita, 2025). Oleh karena itu, fintech wajib mengintegrasikan prinsip CSR bukan hanya dalam aktivitas sosial tradisional, tetapi juga dalam pengelolaan data dan privasi yang ketat sesuai dengan regulasi terbaru.
Selanjutnya, teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) yang dikembangkan oleh Freeman (2010) menegaskan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola dan memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terkait, termasuk konsumen, regulator, investor, dan masyarakat luas. Dalam industri fintech, konsumen memegang posisi sentral sebagai pengguna layanan yang harus dilindungi hak privasinya, sedangkan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia berperan sebagai pengawas memastikan kepatuhan fintech terhadap standar perlindungan data dan tanggung jawab sosial (Rozikin, 2025). Pendekatan berbasis pemangku kepentingan ini mendorong fintech untuk menciptakan nilai bersama (creating shared value) yang tidak hanya menguntungkan perusahaan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan (Silaen et al., 2025).
Teori legitimasi (legitimacy theory) juga menjadi kerangka penting yang menjelaskan bahwa perusahaan fintech perlu mendapatkan dan mempertahankan izin sosial (social license to operate) dari masyarakat melalui ketaatan pada norma, hukum, dan ekspektasi publik (Mahaningrum & Haryono, 2025). Dalam konteks digital, legitimasi ini menuntut fintech tidak hanya mematuhi hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi OJK terbaru (Rifa & Hidayati, 2024), namun juga melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data konsumen. Kegagalan memenuhi tuntutan legitimasi sosial ini dapat merusak reputasi fintech dan berdampak buruk pada keberlanjutan bisnisnya.
Di era digital yang berkembang pesat, fintech juga memanfaatkan teknologi seperti blockchain, sistem cloud, dan platform digital lainnya untuk mendukung pelaksanaan CSR (Wahyudin et al., 2025) secara efektif dan transparan. Fintech mampu meningkatkan transparansi pelaporan sosial dan lingkungan secara real-time serta memastikan akurasi data melalui mekanisme digital terdesentralisasi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya secara berkelanjutan. Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan fintech dalam CSR dapat memperkuat transparansi dan kepercayaan publik, sejalan dengan teori agensi dan legitimasi yang mengedepankan pentingnya keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik.
Dengan demikian, kajian teoretis ini mengintegrasikan perspektif CSR, teori pemangku kepentingan, teori legitimasi, serta inovasi teknologi digital sebagai dasar konseptual untuk memahami dilema etika digital yang dihadapi fintech terkait tanggung jawab sosial dan privasi konsumen. Kerangka ini penting untuk membangun landasan analisis yang komprehensif dan memberikan kontribusi teoritis sekaligus solusi praktis dalam pengembangan tata kelola fintech yang etis dan berkelanjutan.
​
METODOLOGI RISET
Metodologi penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab sosial serta perlindungan privasi konsumen dalam industri fintech. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena kompleks yang melibatkan dilema etika digital, dimana aspek sosial dan privasi merupakan isu yang memiliki dimensi yang sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, termasuk data sekunder yang valid dan terkini dari jurnal ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sumber relevan lainnya yang berada dalam rentang waktu 2023 hingga 2025.
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengakses berbagai dokumen resmi yang membahas kebijakan, regulasi, dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan fintech. Literatur ilmiah terbaru dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya untuk mendukung pembahasan teoretis dan analisis data. Studi ini memanfaatkan teknik triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dengan menggabungkan sumber data sekunder statistik dan dokumen regulasi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu tanggung jawab sosial dan privasi konsumen dalam fintech.
Untuk melakukan analisis data deskriptif kualitatif, informasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang relevan. Tema-tema tersebut termasuk penerapan CSR, kebijakan privasi, regulasi perlindungan konsumen, dan masalah etika digital fintech.  Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan dampak praktik tanggung jawab sosial fintech dalam hal perlindungan privasi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan saran kebijakan yang komprehensif untuk mendukung keberlanjutan industri fintech yang etis dan bertanggung jawab.
Metodologi ini tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga menilai seberapa efektif regulasi dan implementasi CSR fintech dalam melindungi hak konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Pendekatan kualitatif yang kaya data ini memberikan fondasi kuat untuk mengembangkan kerangka konseptual baru serta panduan praktis untuk regulator fintech dan yang berusaha meningkatkan kualitas tata kelola dan operasi.

HASIL PENELITIAN
Kepatuhan Fintech terhadap Regulasi Privasi Konsumen
Sebagian perusahaan fintech di Indonesia menunjukkan upaya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan privasi konsumen, khususnya setelah diterbitkannya UU PDP dan serangkaian peraturan dari OJK serta Bank Indonesia. Kepatuhan ini tercermin dalam penerapan kebijakan privasi yang jelas, pembaruan sistem keamanan data, serta transparansi dalam pengelolaan dan pemrosesan data konsumen (Fidhayanti, 2020). Banyak fintech melakukan audit internal, pelatihan karyawan, dan menerapkan standar keamanan data berbasis teknologi enkripsi dan multi-factor authentication.
Selain itu, berbagai perusahaan fintech juga mulai membentuk unit khusus atau tim kepatuhan (compliance team) yang secara aktif memantau pemenuhan kewajiban hukum terkait perlindungan data (Mardhiah, n.d.). Tim ini tidak hanya bertanggung jawab pada pemenuhan aspek legal formal, tetapi juga mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada etika perlindungan data. Pendekatan ini menjadi penting karena tantangan terbesar bukan hanya pada sisi teknologi, melainkan pada kesadaran dan tanggung jawab manusia dalam menjaga integritas data pribadi nasabah.
Di sisi lain, muncul pula kolaborasi strategis antara fintech dan pihak ketiga seperti penyedia layanan keamanan siber (cybersecurity provider) maupun konsultan kepatuhan data untuk memperkuat sistem pertahanan digital (Silalahi, 2022). Langkah ini dilakukan karena ancaman kebocoran data dan serangan siber semakin kompleks dan canggih, sehingga dibutuhkan pembaruan sistem secara berkelanjutan serta penilaian risiko yang mendalam. Beberapa perusahaan bahkan mengadopsi sistem real-time monitoring dan incident response plan yang terintegrasi agar mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini dan meresponsnya secara cepat (Nooriansyah et al., 2025).
Penerapan best practice internasional juga menjadi sorotan penting dalam ekosistem fintech Indonesia. Sertifikasi ISO 27001, misalnya, bukan hanya berfungsi sebagai bukti formal kepatuhan terhadap standar keamanan informasi (Siregar, 2025), tetapi juga sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investor global. Di samping itu, adopsi prinsip privacy by design mulai diterapkan sejak tahap perancangan produk, memastikan bahwa setiap inovasi teknologi finansial tetap berlandaskan pada perlindungan data konsumen (Yamani, 2025).
Transformasi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari strategi keberlanjutan dan diferensiasi kompetitif di industri fintech yang semakin padat. Upaya kolektif antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.
Kelemahan dan Pelanggaran dalam Praktik Privasi
Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan berbagai kelemahan dan pelanggaran dalam implementasi perlindungan privasi oleh sebagian pelaku fintech. Beberapa perusahaan tercatat masih minim dalam melakukan transparansi atas penggunaan data konsumen, seperti membagikan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan jelas (Tarumingkeng, n.d.). Kasus kebocoran data konsumen juga masih terjadi akibat lemahnya pengamanan sistem, ketidakdisiplinan dalam manajemen data, maupun praktik pemasaran digital yang mengabaikan prinsip etika privasi. Sanksi administratif dari regulator terhadap pelanggaran perlindungan data belum optimal mendorong efek jera, sehingga kasus serupa masih bisa terulang.
Selain kurangnya transparansi, beberapa perusahaan fintech juga menunjukkan kelemahan dalam hal penerapan mekanisme consent management yang seharusnya menjadi elemen kunci dalam perlindungan data pribadi. Banyak aplikasi fintech yang masih menggunakan formulir persetujuan bersifat umum (blanket consent) (Benuf, 2019), tanpa memberikan penjelasan rinci kepada pengguna tentang jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, serta pihak yang berhak mengaksesnya. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan konsumen, yang pada akhirnya dapat merugikan hak pengguna atas kendali data pribadinya.
Dalam konteks keamanan siber, masih terdapat kesenjangan besar antara perusahaan fintech berskala besar dengan startup kecil yang baru beroperasi. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang memadai untuk membangun infrastruktur keamanan dan melakukan audit berkala, sementara sebagian startup hanya mengandalkan sistem bawaan tanpa mekanisme penetration testing atau pembaruan rutin. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya eksploitasi data melalui celah keamanan (vulnerability) yang tidak segera ditangani (Supendi, 2024). Di sisi lain, lemahnya tata kelola internal dan kurangnya kebijakan data retention juga memperbesar risiko kebocoran, terutama ketika data lama disimpan tanpa sistem proteksi yang sesuai standar.
Praktik pemasaran digital turut menjadi titik lemah dalam penerapan etika privasi. Beberapa perusahaan fintech diketahui masih menggunakan data perilaku konsumen untuk keperluan targeted advertising atau cross-selling tanpa memberikan opsi bagi pengguna untuk menolak (opt-out). Bahkan, ada yang melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan analitik dan periklanan tanpa memastikan kepatuhan mereka terhadap standar perlindungan data. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip privasi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap industri fintech secara keseluruhan.
Meskipun OJK dan Kominfo telah membuat peraturan, penegakan hukum dan pengawasan masih sulit.  Sementara investigasi pelanggaran data sering kali memakan waktu, denda atau hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan konsekuensi yang ditimbulkan bagi konsumen.  Tidak jarang, bisnis yang mengalami kebocoran data hanya diminta untuk memperbaiki sistem tanpa dikenakan biaya yang wajar.  Situasi ini menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis untuk menunda kepatuhan atau mengurangi tanggung jawab mereka atas pelanggaran privasi pengguna.
Respons Konsumen dan Implikasi Kepercayaan
Kepatuhan atau pelanggaran fintech secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan keuangan digital. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsumen dengan akses pada layanan fintech yang secara konsisten menjaga keamanan data dan terbuka mengenai perlindungan privasi menunjukkan loyalitas dan intensi penggunaan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pengalaman negatif terkait pelanggaran privasi berdampak pada tingginya keluhan, penarikan dana, dan penyebaran opini negatif di ruang digital, sehingga mengancam reputasi dan keberlanjutan bisnis fintech.
Dalam hal ini, kinerja teknologi dan kemudahan akses bukan satu-satunya faktor yang membentuk kepercayaan konsumen; perusahaan juga percaya bahwa mereka menghargai hak privasi individu.  Ketika pelanggan merasa aman dan yakin tentang profesionalitas dan integritas lembaga keuangan digital yang mereka gunakan, mereka lebih terbuka untuk menggunakan layanan seperti investasi digital, pinjaman online, atau pembayaran lintas platform.  Dengan kata lain, perlindungan privasi adalah aset reputasional yang sangat berharga secara ekonomi dan juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum.
Sebaliknya, ketika terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi, dampak psikologis pada pengguna bisa sangat besar. Rasa khawatir terhadap potensi penipuan, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data transaksi membuat banyak pengguna memilih berhenti menggunakan layanan fintech tertentu (Hani et al., 2025). Dalam ekosistem digital yang sangat cepat menyebarkan informasi, satu insiden pelanggaran privasi saja dapat bertransformasi menjadi krisis reputasi dalam hitungan jam. Opini negatif yang viral di media sosial sering kali memperkuat persepsi publik bahwa fintech tersebut tidak dapat dipercaya, bahkan jika masalah teknis sudah diperbaiki.
Selain itu, penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara kepercayaan konsumen dan niat adopsi jangka panjang terhadap teknologi finansial. Perusahaan fintech yang berhasil menumbuhkan kepercayaan melalui komunikasi yang jelas, kebijakan privasi yang mudah dipahami, serta respons cepat terhadap keluhan, cenderung memiliki tingkat customer retention yang lebih stabil. Pengguna bukan hanya sekadar pelanggan pasif, tetapi menjadi advokat merek yang dengan sukarela merekomendasikan layanan tersebut kepada orang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan yang tumbuh dari kepatuhan terhadap privasi mampu menciptakan efek jaringan (network effect) yang memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar digital (Raniya et al., 2024).
Membangun dan mempertahankan kepercayaan publik memerlukan waktu.  Konsumen semakin kritis dan menilai perusahaan berdasarkan rekam jejak kepatuhan daripada hanya janji di situs kebijakan privasi.  Ketika terjadi insiden keamanan, mereka menuntut bukti nyata dalam bentuk audit independen, laporan transparan, dan keterbukaan informasi.  Karena kepercayaan adalah mata uang yang nilainya sulit dikembalikan setelah rusak dalam dunia digital, fintech yang gagal mengelola ekspektasi ini berisiko kehilangan kredibilitas dalam jangka panjang.
Tantangan Implementasi dan Rekomendasi
Penelitian ini menemukan masalah utama dalam penegakan kepatuhan. Ini termasuk keterbatasan sumber daya manusia dalam keamanan siber, perlambatan dalam pengembangan teknologi perlindungan data, dan perbedaan dalam literasi privasi konsumen.  Peningkatan kapasitas pekerja fintech, peningkatan kerja sama dengan regulator, dan adopsi standar perlindungan data internasional yang lebih komprehensif adalah beberapa saran yang muncul.  Perluasan pengetahuan konsumen tentang hak-haknya untuk perlindungan privasi di era digital juga penting.
Banyak perusahaan fintech di Indonesia menghadapi masalah sumber daya manusia yang terbatas di bidang keamanan siber.  Tidak semua bisnis memiliki karyawan yang mahir dalam manajemen risiko digital, enkripsi data, atau forensik siber.  Kondisi ini menyebabkan banyak bisnis tetap reaktif terhadap kebocoran data dan tidak membangun sistem preventif.  Ketika permintaan tenaga kerja yang berpengalaman dalam keamanan siber meningkat secara global, tantangan ini semakin kompleks.  Akibatnya, banyak perusahaan fintech terpaksa bergantung pada konsultan eksternal atau solusi pihak ketiga, yang tidak selalu memenuhi kebutuhan operasional mereka.
Dari sisi teknologi, keterlambatan adaptasi terhadap sistem perlindungan data modern juga menjadi hambatan dalam menjaga integritas dan keamanan informasi pengguna. Beberapa perusahaan masih menggunakan sistem lama yang belum kompatibel dengan mekanisme enkripsi terbaru atau cloud security architecture yang terintegrasi (Samsumar et al., 2025). Minimnya investasi pada cyber infrastructure sering kali disebabkan oleh pertimbangan biaya jangka pendek, tanpa memperhitungkan potensi kerugian besar akibat kebocoran data di masa depan (Syah et al., 2025). Tantangan lain muncul dalam bentuk keterbatasan interoperabilitas antarplatform, yang menghambat penerapan kebijakan keamanan data terpadu di seluruh ekosistem fintech.
Selain faktor internal, tingkat literasi privasi konsumen berbeda-beda juga memengaruhi seberapa efektif perlindungan data.  Banyak pengguna masih bingung bagaimana aplikasi fintech bekerja, terutama yang berkaitan dengan memberikan akses ke data pribadi seperti kontak, lokasi, atau riwayat transaksi.  Karena mereka tidak menyadarinya, mereka cenderung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membacanya dengan cermat, yang memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data.  Di sisi lain, beberapa konsumen tidak tahu cara melaporkan pelanggaran privasi atau perlindungan hukum yang tersedia.
Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga profesional fintech di bidang keamanan data dan kepatuhan regulasi adalah cara untuk mengatasi masalah ini.  Menciptakan ekosistem kompetensi yang berkelanjutan membutuhkan kerja sama lintas sektor antara bisnis, institusi pendidikan, dan regulator.  Selain itu, diperlukan peningkatan kerja sama dengan OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo agar proses audit, investigasi, dan penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan perkembangan teknologi finansial.
Edukasi publik tentang pentingnya privasi digital adalah agenda strategis yang tidak boleh diabaikan selain upaya untuk meningkatkan kapasitas internal.  Dengan berkembangnya teknologi, Fintech dapat membantu penggunanya belajar tentang privasi mereka melalui kampanye kesadaran digital, pedoman keamanan transaksi, atau notifikasi yang menjelaskan penggunaan data secara transparan. Dengan demikian, literasi privasi konsumen dapat meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara penyedia layanan dan pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi di ekosistem keuangan digital.
Diskusi Penelitian
Diskusi mengenai dilema etika digital dalam industri fintech di Indonesia memperlihatkan kompleksitas yang kian meningkat seiring perkembangan pesat layanan keuangan digital. Dilema etika digital ini terutama terwujud dalam ketegangan antara inovasi layanan dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi konsumen. Pada satu sisi, pelaku fintech berlomba-lomba berinovasi guna meningkatkan kenyamanan pengguna, memperluas akses keuangan, dan mempercepat proses transaksi digital. Namun, inovasi yang kurang disertai dengan penguatan tata kelola data berisiko menimbulkan pelanggaran privasi dan kebocoran data konsumen. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025) mencatat kenaikan signifikan pada jumlah kasus kebocoran data di sektor fintech, khususnya pada layanan pinjaman online dan dompet digital dengan total kasus mencapai lebih dari 1.230 laporan sepanjang 2023-2024, menandakan lemahnya mitigasi risiko oleh sebagian penyelenggara.
Terkait peran Corporate Social Responsibility (CSR), banyak perusahaan fintech mulai mengadopsi prinsip CSR sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang (Gupita, 2025). CSR di sektor ini mengacu pada upaya menjaga keamanan data, transparansi informasi, serta pemberdayaan digital masyarakat (Aqila & Sisdianto, 2025). Berdasarkan laporan tahunan perusahaan fintech utama di Indonesia tahun 2023-2025, sebagian besar perusahaan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan keamanan siber, pelatihan literasi digital, serta program advokasi privasi konsumen. Namun, adopsi CSR yang bersifat prosedural tanpa komitmen substansial kerap hanya berorientasi pada pencitraan (window dressing), sehingga belum sepenuhnya menyentuh aspek esensial perlindungan konsumen (Handajani, 2020).
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Pengaruh regulasi juga sangat menentukan dinamika dilema etika digital di sektor fintech. Penyempurnaan regulasi oleh OJK dan Bank Indonesia, seperti penetapan standar minimum keamanan data, pelaksanaan audit berkala, serta kewajiban pelaporan insiden kebocoran data, telah menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan industri. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan SDM teknologi informasi, disparitas infrastruktur digital, serta variasi tingkat literasi dan kesadaran hak konsumen terhadap privasi datanya. Berdasarkan data Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), terjadi peningkatan investasi di bidang keamanan digital pada mayoritas platform fintech Indonesia, tetapi pengawasan dan evaluasi pasca-insiden masih memerlukan penguatan.
Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa upaya penyelesaian dilema etika digital di sektor fintech Indonesia mensyaratkan sinergi tiga pilar utama: inovasi teknologi yang beretika, penguatan peran CSR yang substantif, dan penerapan regulasi adaptif yang terus diperbarui sesuai perkembangan risiko. Penelitian ini mendukung pentingnya kolaborasi aktif antara perusahaan, regulator, dan masyarakat guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan fintech dan perlindungan hak-hak konsumen di era digital yang semakin dinamis dan kompetitif. 

Tabel 1. Ringkasan Diskusi Penelitian tentang Dilema Etika Digital dalam Industri Fintech di Indonesia
	Aspek Utama
	Fokus Pembahasan
	Data/Temuan Pendukung
	Tantangan yang Dihadapi
	Implikasi terhadap Etika Digital & Perlindungan Konsumen

	1. Inovasi dan Risiko Privasi Data
	Ketegangan antara inovasi layanan dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi.
	Data OJK (2025): 1.230 laporan kebocoran data di sektor fintech (2023–2024), terutama di layanan pinjaman online & dompet digital.
	Lemahnya tata kelola data; kurangnya sistem mitigasi risiko; keterlambatan penerapan standar keamanan.
	Menimbulkan ancaman privasi, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap platform fintech.

	2. Peran Corporate Social Responsibility (CSR)
	Integrasi prinsip CSR dalam strategi bisnis fintech, terutama terkait keamanan data dan literasi digital.
	Laporan perusahaan fintech (2023–2025): sebagian besar telah mengalokasikan anggaran untuk keamanan siber dan program literasi digital (Gupita, 2025; Aqila & Sisdianto, 2025).
	CSR cenderung bersifat prosedural dan pencitraan (window dressing); belum menyentuh aspek substantif perlindungan konsumen (Handajani, 2020).
	CSR belum menjadi instrumen efektif dalam menjamin etika digital dan perlindungan hak privasi pengguna.

	3. Peran dan Efektivitas Regulasi
	Penguatan kebijakan oleh OJK & BI untuk menegakkan standar keamanan data dan audit berkala.
	Kebijakan baru: standar minimum keamanan data, audit rutin, kewajiban pelaporan insiden kebocoran (OJK, 2025).
	Terbatasnya SDM TI, kesenjangan infrastruktur digital, serta variasi literasi privasi masyarakat.
	Regulasi belum sepenuhnya efektif di level implementasi; butuh peningkatan pengawasan dan evaluasi pasca-insiden.

	4. Sinergi Tiga Pilar Utama
	Integrasi antara inovasi beretika, CSR substantif, dan regulasi adaptif.
	Dukungan kolaboratif antara perusahaan, regulator, dan masyarakat.
	Koordinasi antarpemangku kepentingan masih lemah; belum ada mekanisme kolaboratif berkelanjutan.
	Sinergi diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan konsumen.


​
KESIMPULAN PENELITIAN
Menurut penelitian ini, industri fintech di Indonesia berkembang dengan cepat dan dapat berperan strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani dengan baik.  Tetapi kemajuan ini diiringi dengan masalah besar tentang tanggung jawab sosial bisnis dan perlindungan privasi konsumen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech telah membuat kemajuan dalam mematuhi peraturan perlindungan data yang dibuat oleh OJK dan Bank Indonesia, tetapi masih ada pelanggaran terkait penggunaan dan pengelolaan data pelanggan yang perlu ditangani segera untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Dalam fintech, layanan layanan pelanggan (CSR) menjadi lebih penting sebagai mekanisme untuk memasukkan nilai sosial dan etika ke dalam operasional bisnis dan memenuhi aspek profitabilitas. Program CSR yang terarah dan berdampak, seperti pelatihan literasi digital, pemberdayaan UKM, dan penyediaan akses inklusif ke layanan keuangan digital, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis fintech.
Di sisi regulasi, kebijakan nasional dan pengawasan ketat dari OJK dan Bank Indonesia, seperti penerapan UU Perlindungan Data Pribadi dan peraturan fintech terbaru, sangat penting untuk menjaga industri ini tetap sehat dan bertanggung jawab.  Regulasi, bagaimanapun, belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan kesadaran digital pemangku kepentingan.  Untuk mengatasi masalah ini, menjaga integritas dan keamanan data konsumen, dan mendorong inovasi, regulator, pelaku fintech, dan masyarakat harus bekerja sama.
Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan penerapan prinsip CSR yang mendalam, pengembangan regulasi adaptif yang responsif terhadap dinamika fintech, dan peningkatan literasi digital sosial masyarakat. Dengan strategi terpadu ini, sektor fintech di Indonesia diharapkan dapat berkembang secara inklusif, etis, dan berkelanjutan, dengan manfaat besar bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
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